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Safety Management System di berbagai Industri 

• 1970 dikembangkan Sistem Manajemen Five Star (British Safety 
Council UK)  digunakan di berbagai perusahaan dan institusi 
(memberi penghargaan  perusahaan yg berprestasi dengan “Sword 
of Honour” Di Indonesia : Pertamina, Petrokimia) 

• Awal 1980an SMK3 mulai diyakinkan untuk ditempatkan setara 
dengan unsur lain dalam organisasi  mendorong lahirnya berbagai 
konsep safety management. 

• 1991 Lembaga Penerbangan Sipil Kanada berdasar kajian & riset : 
mengadopsi pendekatan sistem untuk mengelola keselamatan 
penerbangan (Aviation Safety Management System – ASMS) 
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Safety Management System di berbagai Industri 

• ICAO (International Civil Aviation Org.) : Doc 9859 AN/60 Safety 
Management Manual 

• FAA (Federal Aviation Administration) – USA : FAA-AC150/5200-37 
Introduction to Safety Management System for Airport Operator 

• CAA (Civil Aviation Authority) – UK : CAP712-Safety Management 
System for Commercial Air Transport Operations, CAP642- Airside 
Safety Management & CAP730-Safety Management for Air Traffic 
Management  
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Safety Management System di berbagai Industri 

• Pemerintah Kanada : TP13739 – Safety Management System 

• API (American Petroleum Institute) :  

• API 9100A : Model Environmental Health & Safety Mgt System 

• API750 – Management of Process Hazard  

• ILO (International Labor Organization) : ILO-OSH 2001 : Guideline 
on OHS Management System 

• British Standard BS8800 Guide to Occupational Health and Safety 
Management System berlaku di Inggris & negara lain 

• OHS Management System, OHSA, USA 

• International Safety Rating System (ISRS) dari ILCI/DNV, 
merupakan penilaian dan pemeringkatan K3 perusahaan 

• Process Safety Management, OHSA standard CFR29 1910.119 – 
SMK3 khusus industri proses risiko tinggi (minyak, petrokimia, dll) 

• SMK3 dari Depnaker  RI 
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PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN K3 

• Permenaker 05/1996 : bagian dari sistem manajemen 
secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 
perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, 
proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi 
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan 
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 
dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan 
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan 
produktif. 
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PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN K3 

• OHSAS 18001:2007  
 OHS Management System : bagian dari sistem manajemen 

yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan 
kebijakan K3 dan mengelola semua risiko K3 

 
• Sistem manajemen merupakan sebuah kesatuan elemen saling 

berhubungan yang digunakan untuk menyusun kebijakan dan 
tujuan serta mencapai tujuan tersebut 
 

• Sistem manajemen meliputi struktur organisasi perencanaan 
(termasuk penilaian risiko dan penetapan tujuan), tanggung 
jawab, penerapan, prosedur, proses dan sumber daya. 
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TUJUAN SMK3 

• Sebagai alat ukur Kinerja K3 dalam organisasi 
Menilai dan mengukur kinerja melalui audit.  
Permenaker 05/1996 : audit SMK3 
 

• Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi 
Beberapa SMK3 yang menjadi acuan : ILO OHS; API HSE, Oil 
and Gas Producer Forum (OGP) 
 

• Sebagai dasar penghargaan (awards) 
Pemberian penghargaan atas kinerja K3 menurut SMK3 

 Misal : Sword of Honour dari British Safety  Council, Five Star 
Safety Rating ystem, SMK3 dari Depnaker  berdasar tolok 
ukur dan periode tertentu 
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TUJUAN SMK3 

• Sebagai sertifikasi 
Sertifikasi di berikan oleh lembaga sertifikasi yang telah 
diakreditasi oleh badan akreditasi 
 
 
Mengingat banyaknya SMK3, dilakukan standarisasi global 
penilaian dan kinerja, yaitu OHSAS18000 yang terdiri dari  
a. OHSAS 18001 : standar dan persyaratan K3 
b. OHSAS 18002 : Pedoman pengembangan & penerapan 
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PROSES SMK3 
SMK3 terdiri atas dua unsur pokok : 

a. Sistem Manajemen, melalui siklus PDCA untuk menjamin 
sistem manajemen K3 berjalan dan meningkat terus 
menerus 

b. Elemen-elemen penerapan, yang meliputi tanggung jawab, 
wewenang, hubungan antar fungsi, aktivitas, proses, 
praktis, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk 
menyusun kebijakan, perencanaan obyektif dan program 
K3. 
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Semua SMK3 memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola dan mengendalikan bahaya 
yang ada di dalam operasi organisasi. Menurut UU 13/2003, perusahaan wajib 
menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen. Perusahaan boleh 
memilih SMK3 yang mana. Organisasi golobal/multinasional yang memerlukan 
pengakuan global menggunakan standar dan sertifikasi global OHSAS 18001 



CONTOH HUBUNGAN SMK3 Depnaker & OHSAS 18001 

10 

SMK3 
Perusahaan 

Penghargaan Peringkat 

Memenuhi Kriteria ? 

SMK3 Depnaker 
166 Kriteria Audit SMK3 

OHSAS 18001 
17 Elemen 

Sertifikat 



INTEGRASI SMK3 dalam MANAJEMEN ORGANISASI 
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KUNCI KEBERHASILAN PENERAPAN SMK3 
1. SMK3 harus komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh 

langkah pengendalian yang dilakukan dan sistem manajemen 
lainnya. 

2. SMK3 harus dijalankan dengan konsisten dalam operasi sebagai 
satu-satunya cara untuk pengendalian risiko dalam organisasi 

3. SMK3 harus konsisten dengan hasil identifikasi bahaya dan 
penilaian risiko yang dilakukan 

4. SMK3 harus mengandung elemen-elemen implementasi yang 
berlandaskan siklus proses manajemen PDCA 

5. Semua unsur atau individu harus memahami konsep dan 
implementasi SMK3 

6. Adanya dukungan dan komitmen manajemen puncak dan 
seluruh elemen dalam organisasi untuk mencapai kinerja K3 
terbaik 
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OHSAS 18001:2007 



O H S A S  1 8 0 0 0 

• Keinginan atas standard yang dapat digunakan secara global. 

• Dikembangkan oleh OHSAS Project Group, konsorsium 43 
organisasi dari 28 negara, dipublikasikan pertama th. 1999. 

• Terdiri atas 2 bagian : 

a. OHSAS 18001 : Spesifikasi SMK3 

b. OHSAS 18002 : Pedoman Implementasi 

• Dapat dijalankan bersama dengan standar lain : Mutu (ISO 
9000) dan Lingkungan (ISO 14000) 

• Referensi antara lain pada ILO-OSH:2001 Guideline on 
Occupational Safety and Health Management System. 
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ISTILAH DAN DEFINISI 
• Resiko yang dapat diterima : resiko yang telah ditekan sampai 

pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan persyaratan 
hukum dan kebijakan organisasi 

• Audit : suatu proses sistematis, independen dan terdokumentasi 
untuk mendapatkan “bukti audit” dan evaluasi obyektivitasnya 
untuk menetapkan sejauhmana “kriteria audit” terpenuhi . 

• Bahaya : Keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan 
kerugian seperti luka, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan 
lingkungan, atau kombinasi seluruhnya 

• Gangguan Kesehatan Kerja : Kondisi yang dapat merusak fisik 
atau mental yang timbul dari dan/atau dapat memburuk oleh 
aktivitas kerja dan /atau situasi yang berhubungan dengan 
pekerjaan. 
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ISTILAH DAN DEFINISI 
• Insiden : Kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

menimbulkan atau dapat menimbulkan cedera, penyakit kerja 
(tanpa memandang keparahannya) atau kematian. 

• Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Kondisi atau faktor yang 
mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kesehatan dan 
keselamatan pekerja atau pekerja lain (termasuk pekerja 
sementara dan kontraktor) 

• Obyektif K3 : Obyektif K3 dalam pengertian kinerja K3, yang 
ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai  
• Obyektif sedapat mungkin harus kuantitatif 
• Klausul 4.3.3. mensyaratkan obyektif K3 harus konsisten dengan 

kebijakan K3 

• Kinerja K3 : hasil terukur dari pengelolaan risiko K3 oleh 
organisasi. 
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ISTILAH DAN DEFINISI 
• SMK3 : bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan 

untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 untuk 
mengelola risiko K3.  

• Suatu sistem manajemen adalah suatu set elemen yang saling 
terkait, digunakan untuk mendapatkan kebijakan dan obyektif dan 
untuk mencapai obyektif tersebut 

• Suatu sistem manajemen meliputi struktur organisasi, rencana 
aktivitas (termasuk misalnya analisa risiko dan menetapkan 
obyektif), tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan 
sumberdaya.  

• Kebijakan K3 : maksud dan arahan secara menyeluruh dari 
organisasi berkaitan dengan kinerja K3 yang ditunjukkan secara 
formal oleh “manajemen puncak” 

• Memberikan kerangka untuk tindakan dan menentukan obyektif 
K3 
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ISTILAH DAN DEFINISI 
• Tindakan Pencegahan : Tindakan untuk menghilangkan penyebab 

potensi ketidaksesuaian atau situasi potensial yang tidak diinginkan 
lainnya 
• Tindakan pencegahan diambil untuk mencegah kejadian 

sedangkan tindakan koreksi diambil untuk mencegah terulang 
kembali 

• Risiko : kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya 
atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan 
kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. 

• Tempat Kerja : setiap lokasi fisik dimana kegiatan berkaitan dengan 
kerja dilakukan dibawah pengawasan organisasi 
• Organisasi  dapat memasukkan dalam pertimbangan efek K3 

terhadap individu yang melakukan perjalanan atau berpindah 
(mengemudi kendaraan, penerbang, pelaut, dll), bekerja pada 
lingk. pelanggan atau bekerja di rumah. 
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LINGKUP SMK3 
Lingkup penerapan SMK3  antara suatu organisasi dengan yang 
lainnya, ditentukan berdasarkan : 

• Ukuran organisasi 
• Lokasi kegiatan 
• Kondisi budaya organisasi 
• Jenis aktivitas organisasi 
• Kewajiban hukum yang berlaku bagi organisasi 
• Lingkup dan bentuk SMK3 yang telah dijalankan 
• Kebijakan K3 organisasi 
• Bentuk dan jenis resiko atau bahaya yang dihadapi. 
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DITENTUKAN MANAJEMEN 
Misal pada awal hanya pada unit produksi 

atau lokasi strategi dengan resiko tinggi 
atau strategis 



Elemen Implementasi dari SMK3 menurut OHSAS 18001 
1. Kebijakan K3 
2. Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan menentukan pengendaliannya. 
3. Persyaratan hukum dan lainnya 
4. Objektif K3 dan program K3 
5. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang. 
6. Kompetensi, pelatihan dan kepedulian 
7. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi 
8. Pendokumentasian 
9. Pengendalian dokumen 
10. Pengendalian Operasi 
11. Tanggap darurat 
12. Pengukuran kinerja dan pemantauan 
13. Evaluasi kesesuaian 
14. Penyelidikaninsiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan langkah 

pencegahan 
15. Pengendalian rekaman 
16. Internal audit 
17. Tinjauan manajemen 
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Model Sistem Manajemen K3  
menurut BS OHSAS 18001:2007 

Kebijakan K3 

Perencanaan 

Penerapan dan 
Operasi 

Pemeriksaan 
dan Tindakan 

Perbaikan 

Tinjauan Ulang 
Manajemen 

Peningkatan 
Berkelanjutan 

Menggunakan 
pendekatan siklus 

PDCA 

2 

3 PLAN 

DO 4 

CHECK 5 

ACT 6 
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Sebelum mulai mengembangkan SMK3,organisasi perlu melakukan 
tinjauan awal sebagai base line assessment (min tentang resiko K3, 
kekuatan dan kelemahan, visi misi dan sasaran K3 yang akan dicapai) 

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan 

tinjauan awal : 
 Persyaratan perundangan & lainnya yang relevan dengan 

kegiatan organisasi 

 Hasil identifikasi bahaya yang telah dilaksanakan 

 Hasil analisa terhadap kegiatan  atau operasi  perusahaan 

 Upaya K3 yang telah dijalankan  

 Informasi kejadian kecelakaan yang pernah terjadi 

Tinjauan awal 
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(OHSAS 18001:2007) 

 Mendokumentasikan 

 Menerapkan 

 Melakukan peningkatan 
berkelanjutan 

(OHSAS 18001:1999) 

 Menetapkan 

 Memelihara 

Organisasi harus: 

Sistem 
Manajemen 

K3  

Menetapkan 
pemenuhan 

terhadap 
persyaratan 

standar 

Organisasi harus mendefinisikan dan mendokumentasikan 

ruang lingkup Sistem Manajemen K3. 

1 Persyaratan Umum 
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Kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak harus : 

 Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi 

 Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan 

 Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan 
hukum K3 terkini yang dapat diterapkan dan persyaratan 
lain yang diikuti oleh organisasi yang berkaitan dengan 
risiko K3-nya 

 Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan 
meninjau ulang tujuan K3 

2 Kebijakan K3 
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Kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak harus : 

 Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara 

 Dikomunikasikan kepada semua pekerja agar memahami  

kewajiban dan perannya dalam K3 

 Tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

 Ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan relevansi 

dan  kesesuaiannya dengan organisasi 

2 Kebijakan K3 
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Tanpa adanya kebijakan 
yang dilandasi dengan 
komitmen yang kuat 

apapun yang direncanakan 
tidak akan berhasil dengan 

baik 

Komitmen  menjadi 
daya dorong  yang 
sangat kuat untuk 
mencapai tujuan 

Tercermin dalam sikap dan 
tindakan tentang K3 



Komitmen Pimpinan dan Manajemen 

Memenuhi ketentuan K3 yang berlaku di organisasi, 
misal APD dll 

Memasukkan isu K3 dalam setiap kesempatan, rapat 
manajemen dll 

 Secara berkala dan konsisten mengkomunikasikan 
keinginan dan harapan mengenai K3 

Melibatkan diri dalam setiap kegiatan K3 

Memberikan dukungan nyata dalam bentuk sumberdaya 
yang diperlukan 

Memberikan keteladanan K3 dan menjadika K3 bagian 
integral dalam setiap kebijakan organisasi. 
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Kriteria Kebijakan 
  Sesuai dengan sifat dan skala resiko K3 organisasi. Juga 

didasarkan pada visi misi, strategi bisnis 

 Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan (aspek 
K3 tidak statis) 

 Ada komitmen memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan 
persyaratan lain (petunjuk praktis dll) 

 Didokumentasikan (tertulis), diimplementasikan (jadi acuan 
kebijakan perusahaan) dan dipelihara  (disempurnakan sesuai 
tuntutan organisasi) 

 Dikomunikasikan ke seluruh pekerja (buku saku, website, 
ditempatkan di lokasi kerja dll) 

 Tersedia bagi pihak lain yang terkait. 

 Ditinjau ulang secara berkala (masih relevan dan sesuai) 
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Proses Pengembangan Kebijakan K3, 
Memperhatikan : 
  Kebijakan dan objektif organisasi secara korporat  

mendukung kebijakan umum atau strategi bisnis 

 Resiko dan potensi bahaya yang ada dalam organisasi 

 Peraturan dan standar K3 yang berlaku 

 Kinerja K3 sebelumnya  Evaluasi  Peningkatan 
berkelanjutan 

 Persyaratan pihak luar (mitra,konsumen, pemerintah dll) 

 Peningkatan berkelanjutan 

 Ketersediaan sumberdaya  agar bisa terealisasi 

 Peran pekerja  akan memperoleh dukungan dan 
partisipasi aktif dari semua pihak ( komite K3, P2K3 dll) 

 Partisipasi semua pihak (termasuk kontraktor dll) 
29 
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3 Perencanaan 

Merupakan tindak lanjut dan penjabaran 
Kebijakan K3 yang telah ditetapkan, dengan 
mempertimbangkan hasil audit, masukan,  

dan pengukuran kinerja. 
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3 Perencanaan 

Identifikasi bahaya, penilaian dan 
pengendalian resiko 

3.2 
Persyaratan hukum dan lainnya 

Tujuan K3 
 

3.3 

3.1 

Program Manajemen K3 
 

3.4 



Manajemen K3 vs Manajemen Resiko 
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 Sumber bahaya mengandung risiko yang dapat menimbulkan 
insiden terhadap manusia, lingkungan, properti 

 Organisasi harus menetapkan prosedur tentang HIRARC 
(Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control)  
Risk Management 
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SMK3 

Sarana 

Proses 
Sistem 

prosedur 

Manusia 

Manajemen 
Risiko 

Manajemen risiko  Inti SMK3 

 HIRARC 
 Rekayasa 
 Inspeksi 
 Kalibrasi 
 Pengendalian 
 Operasi 

 Kepedulian 
 Pelatihan 
 Komunikasi 
 Konsultasi 
 Kompetensi 

 HIRARC 
 Pengendalian 

Operasi 
 Keamanan 

operasi 
 Tanggap darurat 

 Dokumentasi 
 Data kontrol 
 Pengukuran 
 Audit 
 Tinjauan 

manajemen 
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3.1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan 
penetapan pengendalian 

Prosedurnya meliputi: 

a. Kegiatan rutin dan non-rutin 

b. Aktivitas semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja 

(termasuk kontraktor) 

c. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya 

d. Potensi bahaya yang teridentifikasi berasal dari luar tempat kerja 

e. Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja akibat aktivitas 

yang berada dalam kendali organisasi 

Organisasi harus menetapkan, mengimplementasi dan 
memelihara prosedur identifikasi bahaya, penilaian & 
pengendalian risiko.  
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f. Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, baik yang 

disediakan oleh organisasi atau yang lainnya 

g. Perubahan atau usulan perubahan dalam organisasi, aktivitas atau 

materialnya 

h. Modifikasi terhadap sistem manajemen K3, termasuk perubahan 

sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas 

i. Kewajiban hukum yang terkait dengan penilaian risiko dan 

penerapan pengendaliannya 

j. Desain tempat kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur 

operasi dan pengaturan kerja, termasuk adaptasinya terhadap 

kemampuan manusia 

3.1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan 
penetapan pengendalian 
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Metodologi IBPR organisasi harus:  

a. sesuai ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metode 

yang proaktif daripada yang reaktif 

b. menyediakan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko serta 

penerapan pengendaliannya 

Identifikasi bahaya tidak 
hanya dari visual saja tapi 
juga berkaitan erat dengan 
proses, peralatan, prosedur 

dll 

3.1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan 
penetapan pengendalian 
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Proses Identifikasi Potensi Bahaya Dan Penilaian Risiko 

Manage  

Change 

Identifikasi 

Bahaya 

Penilaian Risiko 

Penetapan 

Pengendalian 

Penerapan 

Pengendalian 

Tinjauan Ulang 

Pengendalian 

Menetapkan 

Metodologi 

Source: BS OHSAS 18002  

Dalam pengelolaan perubahan, organisasi harus melakukan identifikasi 

potensi bahaya dan risiko K3 yang berkaitan dengan perubahan dalam 

organisasi, SMK3 atau aktivitasnya, sebelum perubahan tersebut 

dilakukan. 



Teknik Identifikasi Bahaya 
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 P A S I F 
 Mengalami secara langsung 
 Terlambat  kecelakaan terjadi baru melakukan pencegahan 
 Tidak banyak bahaya terdeteksi 

 SEMIPROAKTIF 
 Dari pengalaman orang lain. 
 Tidak semua bahaya bisa diketahui 
 Tidak semua kejadian diinformasikan 
 Sudah menimbulkan kerugian 

 P R O A K T I F 
 Bersifat preventif  dikendalikan sebelum terjadi kecelakaan 
 Bersifat continuous improvement 
 Meningkatkan awareness pekerja setelah mengenali bahaya 
 Mencegah pemborosan 



39 

Hirarki Pengendalian Risiko K3 

1 

2 

3 

4 

 5 

Substitusi 

Eliminasi 

Rekayasa Teknik 

Administratif 

APD 



 Persyaratan K3 akan berbeda untuk organisasi yang berbeda. Misal 
industri kimia dan konstruksi. 

 Di Indonesia : 

 Payung hukum  UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja  

 Beberapa peraturan pelaksana ( sektor pertambangan, kelautan, 
konstruksi dll) 

 Standar / best practice dari organisasi sejenis. 

 Pertimbangan dalam menentukan perundangan & persyaratan yang 
akan dipakai : 

 Rincian aktivitas organisasi + produk &jasa yang dihasilkan 

 Hasil identifikasi bahaya yang dilakukan 

 Best practice 

 Persyaratan hukum yang berlaku untuk kegiatan sejenis. 
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3.2.  Persyaratan hukum dan lainnya   
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Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara tujuan 

K3 yang terdokumentasi, pada fungsi dan tingkatan yang sesuai 

dalam organisasi. 

3.3.  Tujuan 

Tujuan harus terukur, konsisten dengan kebijakan K3, komitmen 

untuk mencegah cedera dan PAK, pemenuhan persyaratan hukum 

dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, dan peningkatan 

berkelanjutan 



42 

Pertimbangan Tujuan : 

 Kebijakan organisasi secara menyeluruh  
agar sejalan 

 Hasil Identifikasi bahaya dan penilaian risiko 

 Ketersediaan sumberdaya 

 Ketentuan perundangan yang terkait 

 Partisipasi semua pihak 

3.3.  Tujuan 
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Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara 
program untuk mencapai tujuan. Program minimal mencakup: 

• Penentuan tanggung jawab dan wewenang yang 
ditetapkan untuk mencapai tujuan pada fungsi dan 
tingkatan organisasi 

• Sarana dan jangka waktu untuk mencapai tujuan. 

 

Program harus ditinjau ulang secara teratur dalam interval 
yang terencana dan disesuaikan sesuai kebutuhan untuk 
memastikan tercapainya tujuan K3. 

 

3.4.  Program-program Manajemen K3 
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4 Penerapan dan Operasi 

Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab, Tanggung 
Gugat dan Wewenang 

Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 

Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 

4.1 

Dokumentasi 

Pengendalian Dokumen 

Pengendalian Operasi 

Persiapan dan Tanggap Darurat 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
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4.1. 

 

Sumberdaya, peran, tanggung jawab, tanggung 
gugat dan wewenang 

Manajemen puncak  bertanggung jawab penuh terhadap K3 

Manajemen puncak menunjukkan komitmennya melalui: 

• Ketersediaan sumberdaya (manusia, skill, finansial, teknologi dll) 
yang diperlukan 

• Penetapan, dokumentasi dan komunikasi peran, tanggung jawab, 
tanggung gugat, dan wewenang untuk menjalankan sistem 
manajemen K3 yang efektif 

Seluruh jajaran manajemen harus menunjukkan  
komitmennya terhadap peningkatan kinerja K3  
yang berkelanjutan. 
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Menunjuk wakil manajemen dengan tanggung jawab K3 khusus, 
diluar dari tanggung jawab lainnya. 

Fungsi utama dari manajemen membentuk organisasi/ 
departemen/ bagian  K3 : 

1. Sebagai alat manajemen (management tool) 

2. Sebagai agen pemenuhan persyaratan (compliance 
agent ) 

3. Sebagai konsultan keselamatan (advisory body) 

4. Sebagai pengendali rugi (loss control) 

4.1. 

 

Sumberdaya, peran, tanggung jawab, tanggung 
gugat dan wewenang 
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 Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dapat 
berpengaruh pada K3 harus kompeten berbasis pada 
pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai, dan 
menyimpan bukti rekamannya. 

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang terkait dengan 
risiko K3 dan SMK3.  

Organisasi menetapkan, menjalankan dan memelihara 
prosedur agar pekerja sadar akan : konsekuensi K3, peran 
dan tanggung jawab, potensi konsekuensi bila melanggar. 

 

 

4.2. Kompetensi, pelatihan, dan kesadaran 
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Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan 

perbedaan tingkatan: 

 tanggung jawab,  

 kecakapan,  

 kemampuan bahasa dan  

    baca tulis 

 risiko 

4.2. Kompetensi, pelatihan, dan kesadaran 



Langkah Pengembangan Pelatihan K3 
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Analisa Jabatan 

Identifikasi Kerja 
Kritis 

Analisa Kebutuhan 
Pelatihan 

Tujuan dan objektif 

Tujuan 
pembelajaran 

Laksanakan Pelatihan 

Evaluasi 

Peningkatan 

Catatan  
kecelakaan 

Survey 
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4.3.1 Komunikasi 

Menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur mengenai: 

 Komunikasi internal antara berbagai tingkatan dan fungsi 
dalam organisasi  

 Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung 

 Penerimaan, dokumentasi dan tanggapan terhadap 
komunikasi terkait dari pihak eksternal yang terkait 

4.3. Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi 
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4.3.2 Partisipasi dan Konsultasi 

 Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang mencakup: 

a) Keterlibatan pekerja dalam: 

― Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko 

― Penyelidikan insiden 

― Pengembangan dan tinjauan ulang kebijakan dan tujuan K3 

― Konsultasi tentang perubahan yang berpengaruh terhadap K3 

― Perwakilan masalah K3 

b) Konsultasi dengan kontraktor mengenai perubahan K3 yang  
berpengaruh bagi mereka 

 Memastikan pihak yang berkepentingan dikonsultasikan mengenai 
masalah K3 yang terkait. 

 

4.3. Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi 
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Dokumentasi SMK3 mencakup: 

 Kebijakan K3 dan Tujuan K3 

 Ruang lingkup SMK3 

 Elemen SMK3, interaksinya serta referensi 

terhadap dokumen terkait 

 Dokumen, termasuk: 

 rekaman yang menjadi persyaratan standar 

 rekaman bukti perencanaan, operasi dan 

pengendalian proses yang berhubungan dengan 

risiko K3 

4.4. Dokumentasi 



Hirarki Sistem Dokumentasi K3: 
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I. Manual 
K3 

II. Prosedur K3 

III. Petunjuk kerja 
(SOP) 

IV. Formulir, daftar periksa 
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4.5. Pengendalian dokumen 

Dokumen yang menjadi persyaratan OHSAS harus terkendali. 

Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur  mengenai: 

 Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan 

 Tinjauan ulang, updating dan pengesahan ulang 

 Identifikasi perubahan dokumen dan revisi terbaru 

 Versi yang relevan tersedia ditempatnya 

 Kejelasan dan kemudahan identifikasi dokumen 

 Dokumen eksternal untuk perencanaan dan operasi terkait SMK3 

dapat diidentifikasi dan distribusinya terkendali 

 Pencegahan penggunaan dokumen usang yang tidak terpakai dan 

identifikasi dokumen usang yang disimpan untuk tujuan tertentu 
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4.6. Pengendalian operasi 

Organisasi menetapkan jenis operasi dan aktivitas yang 

berhubungan dengan potensi bahaya yang telah 

diidentifikasi, yang tindakan pengendaliannya dilakukan 

untuk mengelola risiko K3 yang ada, termasuk didalamnya 

manajemen perubahan. 
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4.6. Pengendalian operasi 

Organisasi harus menerapkan dan memelihara: 

Pengendalian operasi  mengintegrasikannya ke dalam SMK3 

Kendali terhadap pembelian barang, peralatan dan jasa 

Kendali terhadap kontraktor dan pengunjung ke tempat kerja 

Prosedur terdokumentasi, yang mencakup situasi bila ketiadaan 

prosedur ini menyebabkan penyimpangan terhadap kebijakan dan 

tujuan K3 

Kriteria operasi yang ditetapkan, dimana ketiadaan kriteria ini 

menyebabkan penyimpangan terhadap kebijakan dan tujuan K3, 

meliputi : 

• Cara kerja aman (Safe working Practices) 
• Prosedur operasi aman 
• Pengadaan dan pembelian 
• Keselamatan kontraktor (terkait : pekerjaan kasar, bersinggungan 

langsung dgn pekerjaan, kadang krg peduli thd keselamatan) 
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4.7. Kesiapan dan Tanggap Darurat 

Menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk: 

1. Identifikasi situasi keadaan darurat yang potensial 

2. Tanggap terhadap situasi darurat tersebut 

 
Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat yang aktual, mencegah dan 

mengurangi akibat yang ditimbulkan 

Perencanaan tanggap darurat harus mempertimbangkan kebutuhan akan pihak 

berkepentingan yang terkait, misalnya dinas pemadam kebakaran 

Organisasi harus menguji prosedur tersebut secara periodik 

Organisasi harus meninjau ulang prosedur tersebut secara periodik, jika 

diperlukan, prosedur kesiapan dan tanggap darurat direvisi, khususnya setelah uji 

periodik dan setelah kejadian darurat  
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5 Pemeriksaaan 

Pengukuran dan Pemantauan Kinerja 

5.2 Evaluasi Pemenuhan 

Penyelidikan insiden, tindakan perbaikan 
dan pencegahan (judul) 

5.3 

5.1 

Pengendalian Rekaman 5.4 

Audit Internal 5.5 
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Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara 

prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara 

teratur. Prosedur tersebut mencakup: 

a. Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif 

b. Pemantauan tingkat pencapaian tujuan K3 organisasi 

c. Pemantauan efektivitas tindakan pengendalian 

d. Pengukuran kinerja yang proaktif 

e. Pengukuran kinerja yang reaktif 

f. Pencatatan data dan hasil pemantauan & pengukuran 

 

5.1. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja 
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Bila dalam pengukuran digunakan 

peralatan, organisasi harus menetapkan dan 

memelihara prosedur kalibrasi dan 

pemeliharaan alat kalibrasi. 

Rekaman kalibrasi dan kegiatan 

pemeliharaan harus didokumentasikan. 

5.1. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja 
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Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara 

prosedur evaluasi pemenuhan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku  secara teratur dan menyimpan 

rekaman evaluasinya. 

Organisasi harus mengevaluasi pemenuhan terhadap 

persyaratan lain yang diikutinya dan menyimpan rekaman 

evaluasinya. 

5.2. Evaluasi Pemenuhan 
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5.3. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian,   

tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan 

5.3.1.  Penyelidikan Insiden 

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur mengenai 

pencatatan, penyelidikan dan analisa insiden. 

Tujuan: 

 Menentukan penyebab terjadinya insiden 

 Mengidentifikasi upaya tindakan pencegahan  

 Mengidentifikasi upaya tindakan perbaikan 

 Mengidentifikasi upaya peningkatan berkelanjutan 

 Mengkomunikasikan hasil penyelidikan 

Hasil penyelidikan insiden didokumentasikan dan dipelihara 
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5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan 

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur mengenai penanganan 
ketidaksesuaian dan upaya tindakan perbaikan dan pencegahan. Prosedur 
mencakup persyaratan: 

 Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian dan tindakan untuk mengurangi 
konsekuensinya terhadap K3  

 Penyelidikan ketidaksesuaian, menentukan penyebab dan tindakan 
perbaikan untuk mencegah terulang kembali 

 Evaluasi kebutuhan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dan 
menerapkan tindakan untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian 
tersebut. 

 Pencatatan dan komunikasi hasil upaya perbaikan dan pencegahan 

 Tinjauan ulang terhadap efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan 
yang dilakukan 
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Apabila melalui tindakan perbaikan dan pencegahan 

teridentifikasi potensi bahaya yang baru/berubah atau 

memerlukan perubahan bentuk pengendalian maka prosedur 

harus mempersyaratkan pelaksanaan penilaian risiko sebelum 

usulan pengendalian diimplementasikan. 

 

Setiap perubahan yang terjadi akibat  
tindakan perbaikan dan pencegahan  
harus didokumentasikan. 

 

5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan 

pencegahan 
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5.4.   Pengendalian Rekaman 

Menetapkan dan memelihara rekaman untuk menunjukkan 

pemenuhan terhadap persyaratan SMK3 dan standar OHSAS. 

Menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur  mengenai 

identifikasi, penyimpanan, perlindungan, masa berlaku, dan 

pembuangan rekaman.  

 

 Rekaman K3 harus : 

 Dapat dibaca 

 Dapat 

diidentifikasi 

 Dapat ditelusur 
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5.5.  Audit Internal 

Organisasi harus memastikan bahwa audit internal SMK3 dilakukan 

pada interval waktu tertentu. 

1. Menentukan apakah SMK3: 

 Sesuai dengan perencanaan manajemen K3, termasuk 

persyaratan standar OHSAS 

 Telah diterapkan dan dipelihara 

 Efektif dalam mencapai kebijakan dan tujuan organisasi 

2. Memberikan informasi mengenai hasil audit kepada manajemen 

Tujuan: 

Program audit harus direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan 

dipelihara oleh organisasi. Program audit disusun berdasarkan hasil 

penilaian risiko dan hasil audit sebelumnya. 
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Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur audit yang 

mengatur mengenai: 

 Tanggung jawab 

 Kompetensi 

 Ketentuan dalam perencanaan dan  

 pelaksanaan audit 

 Pelaporan hasil audit 

 Pemeliharaan rekaman 

 Penetapan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metode 

Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan proses 

audit objektif dan tidak memihak. 

 

 

5.5.  Audit Internal 
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Manajemen puncak harus meninjau ulang SMK3 pada interval 

waktu tertentu untuk memastikan kelangsungan kesesuaian, 

kecukupan dan efektivitasnya. 

 

Tinjauan ulang mencakup upaya perbaikan dan kebutuhan akan 

perubahan terhadap SMK3, termasuk perubahan kebijakan dan 

tujuan K3. 

 

Tinjauan manajemen harus didokumentasikan. Hasil tinjauan 

manajemen harus tersedia untuk komunikasi dan konsultasi.  

 

6 Tinjauan Manajemen 
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Masukkan bagi tinjauan ulang manajemen harus mencakup: 

 Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan terhadap regulasi dan 

persyaratan lain yang diikuti organisasi 

 Hasil kegiatan partisipasi dan konsultasi 

 Komunikasi yang terkait dengan pihak eksternal, termasuk keluhan 

 Kinerja K3 

 Perkembangan pencapaian tujuan K3 

 Status penyelidikan kecelakaan, tindakan perbaikan dan pencegahan 

 Perkembangan tindak lanjut dari hasil tinjauan ulang sebelumnya 

 Perubahan keadaan, termasuk perkembangan hukum dan 

persyaratan lain yang terkait K3 

 Rekomendasi tindakan perbaikan 

6 Tinjauan Manajemen 
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